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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok 

Timur Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. 

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 

disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lombok 

Timur Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.  

Renja ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur 

pada Tahun 2026 dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal 

yang kondusif, mendorong peningkatan realisasi investasi daerah, serta 

mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha yang 

cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. 

Dalam penyusunannya, Renja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur 

Tahun 2026 telah memperhatikan sinergi dan keterpaduan dengan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah lainnya serta melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, diharapkan dokumen ini 

dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terukur, dan bertanggung 

jawab. 

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana Kerja ini. 

Semoga Renja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dapat 

memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam mendukung 

pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di 

Kabupaten Lombok Timur. 

Lombok Timur,     Januari 2026 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 

 

 

 

drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19660427 199303 1 010 
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Bab I 
Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 disusun sebagai 

dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Lombok 

Timur Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja ini juga berpedoman pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 

2026, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan 

provinsi pada urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan. 

Penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2026 dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan daerah 

Tahun 2026 yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi 

daerah yang inklusif dan berdaya saing. Dalam konteks tersebut, 

penanaman modal memiliki peran strategis sebagai penggerak utama 

perekonomian daerah melalui peningkatan realisasi investasi, penciptaan 

lapangan kerja, dan penguatan usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, 

dan menengah. 

Seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi dan 

meningkatnya tuntutan masyarakat serta pelaku usaha, kualitas pelayanan 

perizinan berusaha dituntut untuk semakin cepat, mudah, transparan, dan 

akuntabel. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatan DPMPTSP 

Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat iklim penanaman modal yang 

kondusif, meningkatkan efektivitas promosi dan fasilitasi investasi, serta 

mengoptimalkan pelayanan penanaman modal berbasis elektronik. 

Selain itu, penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2026 juga 

mempertimbangkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan 

akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hal ini diwujudkan melalui 

penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan 
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nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta 

pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada area perizinan dan 

pencegahan korupsi. 

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, 

isu strategis penanaman modal, serta tantangan pelayanan perizinan, Renja 

DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 disusun sebagai pedoman 

pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Renja ini 

memuat prioritas pembangunan, target kinerja, serta kebutuhan 

pendanaan yang terukur dan realistis, sehingga diharapkan mampu 

menjadi instrumen pengendali dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta 

memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan 

daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026. 

1.2  Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 ini 

disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan, 

yaitu : 

1. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan 

Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor  4421); 

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor  4438); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran   Negara   RI   Tahun   2014   Nomor   244, Tambahan  

Lembaran  Negara  RI  Nomor  5587) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan    Daerah  
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(Lembaran  Negara  RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 5679); 

6. Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   Tahun   2005   tentang   

Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2005 

Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI  Nomor 4578);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor  82, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembar Negara RI Tahun 2016 No.114, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 5887); 

12. Peraturan Presiden Nomor 97  Tahun 2014  tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP); 

14. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   54   Tahun   2010   tentang 

Pelaksanaan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2008   tentang 

Tahapan,  Tata Cara Penyusunan,      Pengendalian dan  Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang tentang 

Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
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Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 No.6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur No.4); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Lombok Timur 2025-2029; 

19. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 Tahun 2024 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menentukan 

rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai 

masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya 

mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumberdaya yang ada. 

Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi 

kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan 

kemampuan manajerial yang ada. 

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, yaitu: 

a. Menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih 

terinci; 

b. Memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan 

dinas; 

c. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program; 

d. Dapat menjadi suatu performance agreement; 

e. Memudahkan proses pengukuran kinerja; 
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f. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja; 

g. Membantu menetapkan kinerja periode berikutnya. 

1.4  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renja Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok 

Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II : EVALUASI    PELAKSANAAN    RENCANA    KERJA    DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian 

Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.  

2.2 Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur 

2.3  Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lombok Timur. 

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional  

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.2 Program Dan Kegiatan 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

4.1 Rencana Program Dan Kegiatan 

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah 

4.3 Keterkaitan Rencana Kerja dan Pendanaan dengan  

          Sasaran Pembangunan Daerah 

BAB  V : PENUTUP  
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Bab II 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lombok Timur 

Tahun Lalu 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok 

Timur 
 

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Lombok Timur pada tahun 2025. Program-program tersebut dilaksanakan 

berdasarkan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2024-2026. Berdasarkan Renstra tersebut, pada tahun 

2025 terdapat 6 program dengan 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang 

harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat 

beberapa kegiatan dan komponen kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun anggaran 2025 telah 

dilaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 21 Sub kegiatan yang 

seluruhnya merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, terdiri dari: 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Program ini meliputi 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan antara lain: 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: 

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.   

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD. 
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2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub 

kegiatan: 

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD. 

c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD. 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 

sub kegiatan: 

a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan: 

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor. 

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

d) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan. 

e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 

sub kegiatan: 

a) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah, dengan sub kegiatan: 

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan. 

b) Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya 

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 

Progam ini meliputi kegiatan : 

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, 

dengan sub kegiatan: 
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a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 

a) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 

C. Program Promosi Penanaman Modal. 

 Progam ini meliputi kegiatan : 

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: 

a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota. 

D. Program Pelayanan Penanaman Modal. 

 Program ini meliputi kegiatan : 

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu 

Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: 

a) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan 

berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik. 

b) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan 

masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan 

nonperizinan. 

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 

Program ini meliputi kegiatan : 

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: 

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal. 

F. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 

Program ini meliputi kegiatan : 
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1. Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub 

kegiatan: 

a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

Dari kegiatan dan sub kegiatan pada program tahun anggaran 2025, 

masih sedang berjalan menjelang akhir triwulan ke empat.  

2.2 Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lombok Timur 

 

Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur sesuai Hasil Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Kerja Tahun Lalu (TA.2025/TW III) yang mengacu pada Renstra 

dan realisasi RPD dengan total Pagu Anggaran Rp 4,812.135.393, dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 (Pagu Anggaran Rp 3.966.866.693) 

Dari sisi realisasi anggaran, tingkat capaian program hingga Triwulan III 

rata-rata 67.77 % atau sebesar Rp 2.688.442.731 dari Rp 3.966.866.693 

yang dianggarkan dan Capaian Kinerja mencapai 68 % dari 100% 

kinerja yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut : 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 

Anggaran belum terealisasi dari yang ditargetkan sebesar Rp. 

2.254.000. Berdasarkan output sub kegiatan realisasi fisik kegiatan ini 

mencapai 44,68% atau sebesar Rp 1.007.000,- namun dari 4 

dokumen perencanaan yang ditargetkan baru dapat diselesaikan 1 

dokumen. 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 
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Anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi 26.33 % 

atau sebesar Rp. 2.788.000 dari anggaran Rp. 734.000.  

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini mencapai 76,40 % atau 

sebesar Rp. 2.385.760.326 dari Rp. 3.122.847.183 yang dianggarkan 

dengan capaian kinerja mencapai 79 %  atau sebanyak 331 orang 

yang terbayar dari 420 orang yang dianggarkan. 

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mencapai 71,00 % atau 

sebesar Rp. 95.200.000 dari Rp. 134.080.000 yang dianggarkan. Dari 

sisi output kegiatan mencapai 83 % dimana dari 12 output yang 

ditargetkan telah terlaksana 10 output. 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 

Anggaran untuk sub kegiatan ini mencapai 67,43 % atau sebesar Rp. 

2.070.000 dari Rp 3.070.000. yang dianggarkan.  

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD mencapai 35,80 % atau sebesar Rp. 3.150.000 

dari 8.800.000,00 Kemudian untuk realisasi fisik atau capaian output 

sub kegiatan ini mencapai 100 % karena dari 3 laporan yang 

ditargetkan telah terealisasi 3 laporan. 

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Pagu anggaran untuk kegiatan penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor yaitu Rp. 49.451.900 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp. 2.116.900 atau 4,28 %.   

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
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Capaian realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini mencapai 23,91 % 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.226.540 dari Rp. 

130.607.040 yang dianggarkan. 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang 

direncanakan tahun 2025 adalah sebanyak 2 paket dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 2.400.000 dari pagu anggaran Rp. 3.750.000 . 

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang 

direncanakan tahun 2025 adalah sebanyak 2 paket dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 1.500.000 dari pagu anggaran Rp. 

3.600.000,00. 

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Dalam Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran untuk sub kegiatan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencapai 

29,61% atau Rp. 13.546.000 dari Rp. 45.745.000 yang dianggarkan. 

Dari 12 Output laporan yang ditargetkan dapat terealisasi sebanyak 

6 laporan.  

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Capaian realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar 73,37 % 

atau sebesar Rp. 73.135.263 dari Rp. 99.685.520 yang dianggarkan. 

Realisasi kinerja pada sub kegiatan ini mencapai 69% atau sebanyak 

9 laporan dari 13 laporan yang ditargetkan.  

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Capaian realisasi anggaran sub kegiatan mencapai 53,98 % atau  

pada sub kegiatan ini meliputi pemeliharaan kendaraan dan pajak 

kendaraan. Realisasi kinerja pada sub kegiatan ini mencapai 46% 

atau sebanyak 9 unit dari 24 unit yang ditargetkan. 

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 
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30.630.000 dengan realisasi Rp. 10.980.000 atau 35,85 %.  

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasama Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Anggaran yang di sediakan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 

208.000.000 dan belum direalisasikan. 

b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki satu 

kegiatan dengan satu sub kegiatan meliputi ; 

-  Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal 

Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 72,08 % atau Rp. 

10.200.000 dari Rp 14.150.000. 

- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 

Anggaran pada kegiatan ini belum terealisasi sebesar Rp 4.625.000 

yang dianggarkan. 

c. Program Promosi Penanaman Modal memiliki satu sub kegiatan yang 

meliputi ; 

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/kota 

Realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai Rp. 22.825.000 dari 

Rp. 33.715.000 yang dianggarkan atau 76,60 %.   

d. Program Pelayanan Penenaman Modal memiliki satu kegiatan dengan 

dua sub kegiatan (Pagu Rp 698.053.700) yang meliputi ; 

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 

berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik 

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai 79,42 % atau 

sebesar Rp. 515.633.236 dari yang dianggarian sebesar Rp. 

649.223.700. Dari sisi output untuk kegiatan ini tergetnya 4.000 

pelaku usaha yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi 

mencapai 209 % dimana kinerja telah melampaui target dengan 

realisasi sebanyak 8.342 Pelaku Usaha.  
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- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non 

Perizinan 

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 48.670.000 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.550.00 atau 60,72 %. Dari 

sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 8 kasus pengaduan dan 1 

yang sudah di selesaikan.  

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi; 

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

Realisasi anggaran dari program ini mencapai Rp. 30.080.000 dari 

yang dianggarkan sebesar Rp. 44.400.000 atau 67,75 %.  

f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, 

meliputi;  

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

Alokasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.655.000 

dengan realisasi Rp. 29.550.000 atau 58,39 %. 

  

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang mengacu pada Renstra 

dan realisasi RPD dapat dilihat pada lampiran table 2.2.1 dan table 

2.2.2 

 
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PMPTSP 
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mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan 

perizinan satu pintu. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas PMPTSP mempunyai 

fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diemban Dinas 

PMPTSP tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan isu-isu strategis 

yang dihadapi dan memerlukan pemecahan untuk dapat membantu  

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja dan penetapan program 

dan kegiatan prioritas Dinas PMPTSP. 

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi adalah seperti 

dalam table 2.3.1. 

 

2.4   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 

merupakan bagian dari proses perencanaan partisipatif yang bertujuan 

untuk menjaring aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat 

dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan 

berusaha. Usulan masyarakat dihimpun melalui forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan, 
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kecamatan, hingga Musrenbang kabupaten, serta melalui forum konsultasi 

publik dan mekanisme pengaduan pelayanan. 

Usulan yang disampaikan masyarakat umumnya berkaitan 

dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan perizinan, 

kemudahan akses informasi perizinan dan penanaman modal, 

percepatan waktu penyelesaian perizinan, serta peningkatan sosialisasi 

kebijakan perizinan berusaha. Selain itu, terdapat pula usulan terkait 

penguatan pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

pemenuhan persyaratan perizinan berusaha. 

Dalam melakukan penelaahan, DPMPTSP Kabupaten Lombok 

Timur mempertimbangkan kesesuaian usulan masyarakat dengan tugas 

dan fungsi perangkat daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, 

prioritas pembangunan daerah, serta ketersediaan anggaran. Usulan yang 

berada di luar kewenangan DPMPTSP akan dikoordinasikan dengan 

perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar usulan 

masyarakat sejalan dengan sasaran dan program DPMPTSP, khususnya 

dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan 

pengembangan iklim penanaman modal. Oleh karena itu, usulan-usulan 

tersebut diakomodasi ke dalam program dan kegiatan DPMPTSP 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 sesuai dengan skala prioritas dan 

kemampuan keuangan daerah. 
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Bab  III 

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 
 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional disusun sebagai dasar 

untuk memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2026 selaras dengan arah kebijakan pembangunan 

nasional, khususnya pada bidang penanaman modal dan pelayanan 

perizinan berusaha. Keselarasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah dapat mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan nasional secara efektif dan terintegrasi. 

Kebijakan nasional di bidang penanaman modal diarahkan pada 

peningkatan iklim investasi yang kondusif, percepatan realisasi investasi, 

serta penyederhanaan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan 

berusaha. Pemerintah pusat mendorong reformasi struktural melalui 

penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA) 

dan pemanfaatan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 

(Online Single Submission/OSS). Kebijakan ini menuntut pemerintah daerah 

untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, kompetensi aparatur, serta 

kualitas sistem pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel. 

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, pemerintah pusat 

juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola penanaman modal 

yang berorientasi pada hasil, peningkatan kualitas data dan informasi 

investasi, serta penguatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 

penanaman modal. Pemerintah daerah diharapkan mampu berperan 

aktif dalam pemantauan realisasi investasi, pembinaan pelaku usaha, 

serta fasilitasi penyelesaian hambatan investasi di daerah. 

Selain itu, kebijakan nasional pembangunan berkelanjutan 

mengamanatkan agar pengembangan penanaman modal 

memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata ruang. Hal ini 
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tercermin dalam kewajiban penyelarasan kebijakan penanaman modal 

dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW), serta kebijakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Dengan demikian, perencanaan penanaman modal di 

daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi 

juga pada keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah pusat juga mendorong peningkatan kualitas 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penguatan 

pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konteks ini, DPMPTSP Kabupaten 

Lombok Timur dituntut untuk memastikan bahwa seluruh program dan 

kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha 

direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terukur, transparan, 

dan akuntabel. 

Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, 

Renja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 disusun dengan 

mengarahkan program dan kegiatan pada peningkatan kualitas 

pelayanan perizinan berusaha, pengembangan iklim penanaman modal 

yang kondusif, penguatan promosi dan realisasi investasi, serta 

peningkatan kualitas data dan pengendalian penanaman modal. 

Dengan demikian, pelaksanaan Renja DPMPTSP diharapkan dapat 

memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran 

pembangunan nasional dan daerah secara sinergis. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur 

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 disusun sebagai 

penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran Rencana Strategis 

DPMPTSP Tahun 2025–2029. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut 

mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, isu strategis 
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perangkat daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan 

daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. 

Tujuan perangkat daerah mencerminkan kondisi yang ingin 

dicapai dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan sasaran merupakan hasil yang 

diharapkan secara terukur sebagai dasar penetapan indikator kinerja dan 

target tahunan. Dengan perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan 

terukur, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, 

efisien, dan akuntabel. 

Tabel 3.2 

Tujuan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur 

No Tujuan Indikator Target (%) 

1 Mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah yang inklusif 

dan berdaya saing melalui 

peningkatan realisasi investasi 

serta penyelenggaraan 

pelayanan publik Yang Prima 

Persentase 

peningkatan investasi 

di kabupaten/kota (%) 

1 

 

Tabel 3.3 

Sasaran Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur 

No Sasaran Indikator Target 

1 Meningkatnya Realisasi 

Investasi di daerah 

Nilai Realisasi 

Investasi PMDN dan 

PMA (Milyar Rupiah) 

Rp.543.662.766.590 

2 Meningkatnya Kepuasan 

Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Perizinan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (Indeks) 

93 

3 Meningkatnya Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 

Persentase 

Peningkatan Nilai 

SAKIP Perangkat 

Daerah (%) 

1.6 
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3.3 Program dan Kegiatan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa setiap 

nomenklatur program dirinci sampai dengan sub kegiatan. Karenanya 

tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dapat dicapai melalui pelaksanaan 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun. Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan yang disusun seluruhnya merupakan Urusan Wajib yaitu 

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar. 

Seperti yang telah dikemukakan pada bab I diatas bahwa 

program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026 merupakan program 

dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Rencana Strategis 

Dinas PMPTSP Tahun 2024-2026 dan mengalami penyesuaian-penyesuaian 

terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang digunakan 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur maka 

program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebanyak 6 

program, dengan 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang merupakan 

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Penanaman Modal 

dengan uraian sebagai berikut : 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

Program ini meliputi kegiatan antara lain: 

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah, dengan sub kegiatan: 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi  Kinerja SKPD. 
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2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN  

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD; 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD. 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 

sub kegiatan : 

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor; 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah, dengan sub kegiatan : 

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 

dengan sub kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 

Program ini meliputi kegiatan : 
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1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman 

Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, 

dengan sub kegiatan  

a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 

a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota. 

C. Program Promosi Penanaman Modal. 

Progam ini meliputi kegiatan : 

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : 

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota. 

D. Program Pelayanan Penanaman Modal. 

Program ini meliputi kegiatan : 

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu 

Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : 

a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

b. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 

Program ini meliputi kegiatan : 

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : 

a. Pengawasan Penanaman Modal. 

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 

Progam ini meliputi kegiatan : 



                                                                                 Rencana Kerja                                                                                                   
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

                                                                                                                         Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 

     

  
22 

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang 

Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub 

kegiatan : 

a. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 
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Bab  IV 

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 
 

4.1 Rencana Program Dan Kegiatan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur disusun sebagai 

penjabaran operasional dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 

2025–2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Tahun berjalan. Rencana kerja ini memuat program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai 

sasaran pembangunan daerah pada urusan penanaman modal dan 

pelayanan perizinan. 

Program dan kegiatan yang direncanakan difokuskan pada 

peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan 

berusaha, penguatan iklim investasi yang kondusif, peningkatan realisasi 

investasi daerah, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan dengan 

memperhatikan keterpaduan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, 

serta target yang terukur dan berorientasi pada hasil.  

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah 

Rencana pendanaan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur disusun 

untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana 

tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pendanaan 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Lombok Timur serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengalokasian pendanaan dilakukan secara efektif dan efisien dengan 

memperhatikan prinsip penganggaran berbasis kinerja, prioritas 

pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Setiap 

program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang 
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jelas sehingga penggunaan anggaran dapat diukur tingkat efektivitas dan 

efisiensinya. 

4.3 Keterkaitan Rencana Kerja dan Pendanaan dengan Sasaran Pembangunan  

      Daerah 

Rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur 

disusun secara selaras dan terintegrasi dengan sasaran pembangunan 

daerah yang tertuang dalam RKPD dan RPJMD. Keterkaitan tersebut 

diwujudkan melalui kesesuaian antara program dan kegiatan perangkat 

daerah dengan prioritas pembangunan daerah serta dukungan terhadap 

pencapaian target kinerja daerah. 

Melalui perencanaan kerja dan pendanaan yang terarah dan 

terukur, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten 

Lombok Timur dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata 

terhadap peningkatan investasi daerah dan kualitas pelayanan publik.  

Rumusan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2026 beserta pendanaannya dapat dilihat pada 

table 4.2 dibawah ini. 
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Tabel 4.2 
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Bab V 

P e n u t u p 
 

5.1 Catatan Penting 

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 merupakan dokumen 

perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan 

kegiatan perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini 

disusun secara sistematis, terukur, dan terintegrasi sebagai penjabaran dari 

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 

serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2026. 

Dalam pelaksanaannya, Renja ini harus dipahami sebagai dokumen 

yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan kebijakan, kondisi 

ekonomi, serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, 

penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan target kinerja dapat 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

sepanjang tidak mengubah arah kebijakan dan sasaran pembangunan 

daerah yang telah ditetapkan. 

  

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 

Agar pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 

2026 berjalan efektif dan akuntabel, maka ditetapkan kaidah-kaidah 

pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran 

Pelaksanaan program dan kegiatan harus konsisten dengan Renja, RKPD, 

dan dokumen penganggaran daerah serta mengacu pada prinsip 

penganggaran berbasis kinerja. 

2. Akuntabilitas dan Transparansi 

Setiap pelaksanaan kegiatan wajib didukung dengan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang transparan serta dapat 
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dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Orientasi pada Hasil (Outcome Oriented) 

Program dan kegiatan dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian 

target dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan 

pelaku usaha, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan 

realisasi penanaman modal. 

4. Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor 

Pelaksanaan Renja dilaksanakan secara sinergis dengan perangkat 

daerah terkait, pemerintah provinsi dan pusat, serta pemangku 

kepentingan lainnya guna mendukung iklim investasi yang kondusif. 

5. Penerapan Tata Kelola yang Baik 

Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan harus menjunjung prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk kepatuhan 

terhadap indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, khususnya pada sektor 

perizinan. 

 

5.3 Rencana Tindak Lanjut 

Sebagai upaya untuk memastikan Renja DPMPTSP Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2026 dapat diimplementasikan secara optimal, maka 

dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut: 

1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan 

program dan kegiatan sesuai dengan Renja dan dokumen 

penganggaran daerah. 

2. Menjabarkan target kinerja Renja ke dalam Perjanjian Kinerja dan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. 

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan ketercapaian 

target kinerja. 
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4. Menyusun laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu 

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan pada tahun 

berikutnya. 

5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terkait 

dalam rangka penguatan iklim penanaman modal dan peningkatan 

kualitas pelayanan perizinan. 

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, 

diharapkan seluruh jajaran perangkat daerah dapat melaksanakan tugas 

dan fungsi secara optimal, terarah, dan bertanggung jawab, serta mampu 

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan investasi daerah dan 

kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Timur. 

 

Lombok Timur,      Januari 2026 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 

 

 

 

 

drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19660427 199303 1 010 
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Tabel 2.3.1 

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur 

No Program Masalah Isu Strategis 

1 Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

-Perlu penguatan kualitas 

perencanaan dan pelaporan 

kinerja 

-Belum optimalnya konsistensi 

perencanaan dan 

penganggaran berbasis kinerja 

-Tuntutan peningkatan nilai SAKIP 

dan kepatuhan MCP KPK 

-Penguatan tata kelola dan 

akuntabilitas kinerja perangkat 

daerah 

-Peningkatan efektivitas 

pengendalian internal dan tindak 

lanjut hasil pengawasan 

2 Program 

Pengembangan 

Iklim Penanaman 

Modal 

-Iklim investasi daerah belum 

sepenuhnya kondusif dan 

kompetitif 

-Keterbatasan data potensi 

investasi yang terstruktur dan 

berbasis wilayah/sektor 

-Belum optimalnya dokumen 

perencanaan penanaman 

modal daerah 

-Penguatan iklim penanaman 

modal yang berdaya saing 

-Penyusunan dan pemutakhiran 

Peta Potensi Investasi 

-Penyusunan dan implementasi 

Rencana Umum Penanaman 

Modal (RUPM) daerah 

3 Program Promosi 

Penanaman 

Modal 

-Promosi investasi daerah belum 

optimal dan belum menjangkau 

investor potensial secara luas 

-Materi promosi investasi belum 

sepenuhnya berbasis potensi 

unggulan dan data terkini 

-Peningkatan efektivitas promosi 

penanaman modal berbasis 

potensi unggulan daerah 

-Penguatan citra daerah sebagai 

tujuan investasi 

4 Program 

Pelayanan 

Penanaman 

Modal 

-Masih terdapat keluhan pelaku 

usaha terkait waktu dan 

kepastian pelayanan 

-Tuntutan peningkatan kualitas 

pelayanan berbasis digital dan 

standar pelayanan 

-Peningkatan kualitas pelayanan 

perizinan dan nonperizinan yang 

cepat, mudah, dan transparan 

-Peningkatan kepuasan pelaku 

usaha dan masyarakat 

5 Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal 

-Kepatuhan pelaku usaha dalam 

pelaporan LKPM belum optimal 

-Masih terdapat permasalahan 

pelaksanaan penanaman modal 

di lapangan 

-Penguatan pengendalian, 

pemantauan, dan pembinaan 

pelaksanaan penanaman modal 

-Peningkatan kepatuhan pelaku 

usaha terhadap ketentuan 

penanaman modal 

6 Program 

Pengelolaan 

Data dan Sistem 

Informasi 

Penanaman 

Modal 

-Data penanaman modal belum 

sepenuhnya mutakhir dan 

terintegrasi 

-Pemanfaatan sistem informasi 

investasi masih perlu ditingkatkan 

-Penguatan sistem data dan 

informasi penanaman modal 

yang akurat dan terintegrasi 

-Optimalisasi pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

perencanaan, pelayanan, dan 

promosi investasi 
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Tabel 2.2.1 

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 
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Tabel 2.2.1 
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